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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.5/ ol-a /SETDA/2023

TENTANG

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pedoman pengendalian  kegiatan
pengawasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat, perlu disusun dokumen pengendalian
intern pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Rencana Tindak Pengendalian
Intern Pemerintah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6856);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888),sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat;

9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2011
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat;

10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah Pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Rencana  Tindak Pengendalian Intern  Pemerintah
sebagaimana dimeaksud pada diktum KESATU menjadi
pedoman pengendalian Lkegiatan pengawasan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.




KETIGA

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal L Jencss 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA,S.STP
Pembina U a Muda, IV/c
NIP. 19760430 199511 1 001
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KATAPENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka

meningkatkan kinerja guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

Penyelenggaraan SPIP pada  Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat telah melewati beberapa
tahapan implementasi yaitu pemahaman (knowing),
pemetaan (mapping), pembangunan infrastruktur
(norming), internalisasi dan implementasi (forming),
serta pengembangan berkelanjutan (performing).

Laporan penyelenggaraan SPIP ini berisi hasil Control
Environment Evaluation (CEE) atas unsur

lingkungan pengendalian, hasil Control Self Assessment

(CSA) atas unsur Penilaian Risiko, dan rencana tindak
pengendalian atas risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Seluruh bukti pendukung
pemenuhan sub unsur penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat didokumentasikan pada masing-masing bagian yang ada pada Sekretariat
Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP ini. Selanjutnya, kami berharap agar
laporan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaika penyelenggaraan SPIP

untukmewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yanglebih baik

Simpang Empat, 2 Januari 2023
Sekretaris Daerah
saman Barat

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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BAB I

PENDAHULUAN

f s Dolalraias
Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara
dengan mengacu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004
tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam
mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem
pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang
merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan
setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari
sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh
kesadaran tersebut, Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat telah, sedang, dan akan selalu mendorong
penyelenggaraan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun,
efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu,
diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu

arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan

Sekretariat Daerah Kabupoten Pasaman Barat
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1.2

1.3

kegiatan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Baratdalam rangka mengamankan upaya pencapaian

tujuan yang telahditetapkan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat;

Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi
gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi
dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang
serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas
pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan dapat
tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka

membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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penyimpangan dan/ata umempercepat keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi.
2. Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi - mewujudkan

Wilayah Bebas Korupsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas
kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan di tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran
pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi atas rencana tindak

pengendalian diharapkan dalam tahun 2023.

Sekretarial Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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BAB Il
PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
YANG DIHARAPKAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen
pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas, Penyelenggaraan SPIP pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dirancang untuk dapat
diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus. Dalam rangka meningkatkan maturitas level
penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat secara
berkelanjutan telah berupaya melakukan perbaikan atas proses pengendalian
intern melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern dan proses bisnis
kegiatan unit kerja melalui pemantauan atas pengendalian intern yang telah
dilakukan secara mandiri dengan pendekatan Control Self Assessment (CSA) dalam
rangka menguji dan menilai efektivitas pengendalian intern. CSA yang telah
dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk
mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan
kegiatan pengendalian melalui pendekatan survei, diskusi, dan reviu dokumen.

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur
pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki
pengaruh yang sangat signifikan terhadap -efektivitas pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/
buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang
dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian
intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan

dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif,

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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mendukung pengendalian intern, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan
harus menyampaikan pesan bahwa nilai nilai integritas dan etis tidak boleh
dikompromikan

Secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk
untuk  menciptakan  “atmosfir” yang kondusif yang mendorong
terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Secara khusus, pembangunan
lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat Daerah bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

AN U S i o

Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya
manusia;

7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan
efektif; dan

8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-
orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan
kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang
penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya
dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan
perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian
yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai tone at the top
(penentu irama organisasi).

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian intern yang efektif,
perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku

positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yakni :

l Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat




Rencana Tindak Pengendalian Intern Pemerintah 2023

Penegakan Integritas
dan Nilal Etika

Komitmen terhadap
Kompetensi

Penyusunan dan
Penerapan
Kebijakan yang
Sehal tentang
Pembinaan SDM

Kepemimpinan
yang Kondusif

Pembentukan Struktur
Pendelegasian Wewenang dan Organisasi yang Sesuai
Tanggung Jawab yang Tepat dengan Kebutuhan

2.1 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Terhadap lingkungan pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat telah dilakukan penilaian. Penilaian dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan atau kelemahan
dalam lingkungan pengendalian. Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat mengambil langkah strategis yaitu :

a. Melakukan survey persepsi atau Penilaian secara mandiri dengan
metode Control Environment Evaluation (CEE) melalui kuesioner control
Enviroment Evaluation (CEE). Kuesioner CEE dan Rekapitulasi
Lingkungan Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat) tertuang dalam RTP Sekretariat Daerah, yang kemudian dibuat
rekapitulasi pernyataan-pernyataan lingkungan pengendalian.

b. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan
pengendalian. Hasil rekapitulasi merupakan dasar melakukan skoring,
Kriteria penentuan skor penilaian unsur lingkungan pengendalian dapat

dilihat pada tabel berikut:

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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Tabel 1
Kriteria Skoring Penilaian Unsur
Lingkungan Pengendalian

Skor Keterangan
| 2
Tidak memadai
2 Kurang memadai

w

Cukup memadai

5N

Memadai

¢. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada
Sekretariat Daerah untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian
yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan
tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui
survey persepsi kuesioner CEE yang dapat dilihat pada lampiran 1,
diperoleh gambaran sebagaimana dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Pemetaan Lingkungan Pengendalian

No. Sub Unsur Kondisi
1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika Memadai
2 | Komitmen terhadap Kompetensi o Kurang Memadai
3 Kepemimpinan yang Kondusif Memadai
4 Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Kurang Memadai
| denganKebutuhan ORI N B
5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Memadai
| yangtepat B I
6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat | Kurang Memadai
____ | tentang Pembinaan Sumber DayaManusia |
7 | Perwujudan peran APIP yang Efektif Memadai
8 Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Memadai
Pemerintah Terkait

Sekretariat Daerah Kabuvupaten Pasaman Barat
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Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling
penting dalam penerapan pengendalian intern. Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat menginginkan terciptanya Lingkungan
Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya
perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan
tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan
aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil
evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana
Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan
lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki,

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-
langkah perbaikan dan penguatan yang diperlukan dan merupakan prioritas

untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada berikut ini:.

No. Sub Unsur Rencana Tindak Perbaikan dan
Penguatan Lingkungan Pengendalian
1 |Penegakan Pengembangan
Integritas & Nilai a. Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan
Etika tata nilai yang dapat dimengerti oleh anak buah

melalui pesan integritas secara rutin;

b. Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Perilaku Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada
seluruh ASN di Sekretariat Daerah.;

c. Menyusun kebijakan perihal Pendapatan pegawai

menggunakan sistem yang proporsional (Remunerasi)
Ko ikasi

a. Pimpinan Instansi mengomunikasikan komitmen
akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan;
b. Pimpinan menjelaskan bagaimana mempraktikkan
kode etik terkait dengan situasi sehari-hari;
¢. Mengindahkan prinsip transparansi dengan
menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan (SP)
an Kembali

Diperlukan penekanan berulangkali kepada semua pegawai
secara tepat pada organisasi pentingnya integritas dan nilai-

nilai etika, melalui berbagai media.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
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No. Sub Unsur Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan
Pengendalian

Pengawasan

Diperlukan proses-proses untuk melakukan
pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan
nilai-nilai etika antara lain:

1) Menandatangani pernyataan kode etik;

2) Membacakan dan menghayati kode etik;

3) Membuka akses pengaduan masyarakat.

Perbedaan

a. Atas adanya perbedaan nilai-nilai integritas dan
nilai-nilai etika, perlu diidentifikasikan dan
dilaporkan kepada pimpinan;

b. Menindaklanjuti laporan ketidakpatuhan;

¢. Membentuk Petugas yang berkompeten dan

independen.
2 Komitmen Kompetensi:
Terhadap a. Menyusun strategi dan perencanaan kompetensi
Kompetensi kemudian dikomunikasikan secara jelas kepada

seluruh pegawai;
b. Penugasan kepada pegawai dilakukan secara tepat.

Komitmen

a. Organisasi mempekerjakan dan menggunakan
individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan
yang dibutuhkan;

b. Mengerti manajemen risiko dan mentaati
pengendalian internal.

c. Melaksanakan pemantauan kompetensi SDM;

d. Melaksanakan pelatihan bagi pegawai yang akan
menduduki posisi penting;

e. Meningkatkan kapasitas staf keuangan.

luasi Kompetensi
Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara reguler
dan dijaga kesinambungannya yang dibuktikan dengan
kelengkapan dokumen penilaian kompetensi individu
serta tingkat prestasi pegawai.

3. | Kepemimpinan Set The Tone
Yang Kondusif Manajemen menetapkan “tone” institusi/set the tone-Filosofi
dan style pimpinan instansi yang:
a. Menekankan kualitas tinggi dan transparansi secara
memadai;
b. Pentingnya pengendalian internal dan manajemen
risiko yang efektif melalui peningkatan keahlian
sesuai uraian tugas.
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No.

Sub Unsur Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan
Pengendalian

Artikulasi Tujuan:
Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan
secara jelas tujuan pengendalian internal bagi seluruh

pegawai.

Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan
dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal,
dengan melibatkan pejabat bidang keuangan maupun
operasional turut menetapkan tujuan pengendalian
intern.

Pendelegasian Pimpinan Instansi menjamin proses pengendalian
Wewenang intern melalui pendelegasian peran pengawasan yang
Dan Tanggung tepat kemudian mengekspose dan mendiskusikan
Jawab Yang hasilnya dalam rapat pimpinan.

Tepat

Penentuan tanggung jawab yang tepat:

a. Penunjukan tanggung jawab dan delegasi otoritas
didefinisikan secara jelas untuk semua pegawai
yang ikut serta dalam pengendalian internal dan
proses pelaporan keuangan, dan penguatan
ketaatan (compliance);

b. Mendelegasikan wewenang secara tepat.

¢. Menjelaskan kewenangan reviu secara memadai.

Batasan Otoritas:

Manajemen melaksanakan verifikasi terhadap
pembatasan kewenangan dan mengujinya.

Kebijakan Penetapan Kebijakan SDM:

Pengembangan Pimpinan menetapkan kebijakan SDM yang

SDM mendemonstrasikan komitmen integritas, etika, dan
kompetensi, melalui penciptaan iklim persaingan yang
sehat dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan.

Penerimaan dan retensi:

a. Penerimaan pegawai pada posisi tertentu dilakukan
melalui pola rekrutmen yang transparan dan akuntabel.
b. Proses pergantian jabatan melalui seleksi yang akuntabel.
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No. Sub Unsur Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan
Pengendalian
Pelatihan yang cukup:

Pimpinan Instansi membantu pegawai menyediakan

akses pelatihan maupun alat untuk pelaksanaan

peran melalui:

a. Penyediaan sumber daya pendukung pekerjaan yang
memadai;

b. Mengikuti diklat sesuai jenjang dan kompetensi pegawai

Kinerja dan Kompetensi:

Praktik kompensasi termasuk Pimpinan, mendukung

pencapaian tujuan pengendalian internal melalui:
a. Evaluasi kinerja manajemen;
b. Evaluasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Pendapatan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

6. [Perwujudan Peran | Perwujudan Peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
Aparatur IP) Yang Efektif:

Pengawasan Intern [ APIP memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
Pemerintah (APIP) [ dengan cara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai
Yang Efektif tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah

Alarm Risiko:
APIP meningkatkan kapasitas Internal Auditor untuk

memiliki pengetahuan akan area pengendalian risiko
dan aktifitas yang diperlukan untuk memitigasi risiko

Kualitas Tata Kelola:

APIP meningkatkan kapasitas Internal Auditor secara
memadai perihal:

a. Uji pengendalian operasi dan keuangan;
b. Evaluasi disain dan eksekusi pengendalian internal;
c. Penguatan kepatuhan hukum dan tata nilai lainnya.
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BAB 111
PENILIAN RISIKO DAN RENCANA
I'NDAK PENGENDALIAN

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus
berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan ekternal. Perubahan
organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi
menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi
kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko
menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko didefinisikan sebagai
kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang
dari yang diharapkan.Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit
dihindari.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak
terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jika risiko tersebut menimpa suatu
organisasi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada organisasi. Dalam
kemungkinan situasi terburuk, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran
organisasi tersebut.

Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita
bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi
juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola
risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu
risiko yang dihadapi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau
barangkali mengoptimalkan risiko. Manajemen Risiko bertujuan meningkatkan
kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, peningkatan kinerja serta
melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko

dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan
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identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan
dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan daerah.

Pelaksanaan proses manajemen risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat dilaksanakan melalui tahapan:

3.1 Penetapan Konteks/Pernyataan Tujuan Strategis
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa
sebelum melakukan penilaian risiko, instansi pemerintah harus menetapkan
tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan entitas
(instansi) dan tujuan kegiatan. Tujuan entitas (instansi) umumnya terkait
dengan tataran strategis sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengarah

kepada process business yang terjadi pada entitas tersebut.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan
“konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan entitas
(instansi) dan tujuan kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan penilaian
risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai, risiko dapat
diidentifikasi dan dianalisis.

Pelaksanaan penilaian risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat dilaksanakan secara cascading penetapan konteks risiko
strategis pemerintah daerah berdasarkan dokumen RPJMD kemudian
diturunkan menjadi konteks risiko strategis Sekretariat Daerah berdasarkan
dokumen Renstra Sekretariat Daerah, untuk kemudian ditentukan konteks
risiko operasional berdasarkan dokumen Renja Sekretariat Daerah, yang
masing-masingnya dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 4, 5 dan 6. Hasil
mapping tersebut kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan kegiatan
dan mengidentifikasikan risiko dari masing- masing kegiatan sebagaimana
lampiran 7, 8a dan 8b.

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut
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dicapai melaluikegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Rencana tindak pengendalian yang disusun Satuan
Tugas Penyelenggaraan SPIP digunakan dalam rangka membantu Bupati
dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat yang diprioritaskan untuk pembangunan
pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
Misi 1 (1 Tujuan) Mewujudkan tata kelola pemerintahan

profesional, akuntabel dan inovatif:

3.2 Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat diidentifikasi sesuai dengan
tahapan prosesnya. Identifikasi risiko tersebut dilakukan oleh masing-
masing bagian dengan cara menginventarisasi risiko dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan melalui Focus Group Discussion (FGD) oleh kelompok
Pejabat ~Struktural dan Pejabat Fungsional masing-masing bagian.
Berdasarkan hasil identifikasi risiko, terdapat empat puluh delapan (48)
risiko teridentifikasi pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat yang terdiri atas lima (5) risiko strategis dan empat puluh tiga (43)
risiko operasional. Rincian risiko operasional masing- masing unit kerja
lebih rinci pada Tabel Identifikasi Risiko pada lampiran 8a dan lampiran 8b.
Risiko operasional untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
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RESTKO OPERASIONAL PER PAGIAN

jury
(%]

byk resiko
f
o

v

Bagian

@ Bag. Umum ® Bag. Pem W Bag. PBJ N Bag. AP H Bag. Orgs

® Bag. Pereko ®Bag. Hukum mBag. Kesra  ® Bag. Protokol B Bag. Perkeu

3.3 Hasil Analisis Risiko

Analisis risiko menggunakan kriteria yang mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan
risiko di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengenai
kriteria dalam melakukan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi,
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat
diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi
(tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima

(unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Analisis risiko dilakukan untuk mengestimasi besaran kemungkinan
munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya
pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar
terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi
hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko. Kriteria dalam analisis
risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Tingkat Probabilitas (Kemungkinan)
Keterjadian Risiko, Tingkat Potensi Dampak Jika Risiko Terjadi, dan Matriks

Analisis Risiko, yaitu sebagai berikut:
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1) Tingkat Probabilitas (Kemungkinan) Keterjadian Risiko ditentukan

melalui Kriteria kemungkinan keterjadian risiko adalah sebagai berikut:

Kategori Dampak skor Operasional Probabilitas Risiko
Kejadian Tunggal : Kejadion Berulong

Sangat Sering 4 Sangat sering,hampir pasti Dapat terjadi beberapa kali
terjadi (probabilitas » 75%) dalam 1 tahun

Sering 3 Sering terjadi (probabilitas > Kemungkinan terjadi sekali
50% 5.d.75%) dalam 1 tahun

Jarang 2 Kemungkinan terjadimeskipun Kemungkinan terjadi sekali
kecil (probabilitas > 20% s.d. 50%) dalam 5 - 10 tahun

Sangat 1 Sangat jarang terjadi Kemungkinan terjadi sekali

Jarang (probabilitas « 20%) dalam 10 - 20 tahun

I . A e e R S A R S e

2) Tingkat Potensi Dampak

Kriteria area dampak dan level dampak risiko adalah sebagai berikut:

s RS R
Kerugian KegiatanTerhenti, Ada pemberintaannegative Pelanggaran
Tinggi >50 Juta | Tujuan Tidak tingkat Nasional/ Pidana/ Disiplin
Tercapai Internasional Berat ASN
Tinggi 3 Kerugian Kegiatansangat Ada pemberitaannegative Pelanggaran Disiplin
>10 Juta | terhambat, kurang | tingkat Kabupaten Sedang ASN
s/d 50 efektif
Juta
Rendah | 2 Kerugian Kegiatan Terhambat,| Ada pemberitaannegative Pelanggaran Disiplin
>1 Juta kurang efisien tingkat local/Nagari/ Ringan ASN, Sanksi,
s/d 10 Kecamatan Teguran tertulis
Juta
Sangat 1 Kerugia Ada hambatan Ada pemberita negative tapi Pelanggaran
Rendah ns/d 1 kegiatan, namun tidak material Disiplin Ringan
Juta tertangani ASN, Sanksi,
Teguran lisan

3) Skala Nilai Resiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor
dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk
menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima

(acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima
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(unacceptable risk). Kriteria penerimaan risiko yang digunakan pada

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut:

1s/d <3 (Sangat Dapat Diterima

Rendah)

3 s/d < 6 (Rendah) Dapat Diterima

6 s/d < 12 (Tinggi) Harus menjadi Perhatian Manajemen dan

diperlukan pengendalian yang baik
>= 12 (Sangat Tinggi) Tidak Dapat Diterima, harus dilakukan
pengendalian yang sangat baik

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan acceptable/
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala
dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite

yang telah ditentukan.

Tingkat Probabilitas (Kemungkinan) Keterjadian Risiko ditentukan
Sebanyak 43 risiko operasional dan 5 risiko strategis yang teridentifikasi
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana
tercantum dalam Tabel Identifikasi Resiko Strategis pada lampiran 8b
serta Tabel Identifikasi Resiko Operasional yang ada dalam lampiran 8b,
kemudian dilakukan analisis risikonya yang secara rinci dapat dilihat
pada lampiran 9, dengan menetapkan selera risiko (risk appetite) sebesar
6.

Berdasarkan analisis risiko tersebut menunjukkan terdapat 18 risiko
prioritas yang terdiri atas 16 (enam belas) risiko operasional dan 2 risiko
strategis yang tingkat risikonya lebih besar dari selera risiko (risk
appetite). Risiko tersebut adalah risiko yang ingin dikendalikan, rincian

risiko tersebut adalah sebagai berikut:
a. Risiko Strategis, terdiri atas:

1) Risiko tujuan/sasaran, Ukuran kinerja dan terget serta
program/kegiatan tidak jelas/tidak berorientasi hasil.

2) Risiko tingginya angka/nilai temuan pemeriksaan
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b. Risiko Operasional terdiri atas:

1) Risiko Perhitungan kebutuhan dana terkait pengadaan BMD tidak
tepat

2) Risiko Kebutuhan BMD belum terdata dengan baik

3) Risiko Kesalahan penganggaran rekening pengadaan BMD
4) Risiko Tamu pemda yang datang melebihi undangan

5) Risiko belum maksimalnya kualitas LPPD.

6) Resiko Belum lengkapnya data dan informasi terkait sektor

ekonomi mikro kecil
7) Risiko meningkatknya inflasi daerah
8) Risiko Rendahnya kinerja perusahaan daerah

9) Risiko Belum optimalnya perancangan produk hukum

pemerintah daerah

10)Risiko Belum optimalnya penanganan perkara pemerintah

daerah
11)Risiko optimalnya upload data produk hukum pada website |DIH
12)Risiko Banyaknya BMD tidak ditemukan
13)Risiko Terlambatnya penyampaian laporan BMD
14)Risiko Belum tersusunnya standar pelayanan
15)Risiko Belum lengkapnya SOP pelayanan

16)Risiko Data kegiatan/acara KDH/WKDH yang belum bisa
dijadwalkan
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Semua risiko yang ingin dikendalikan tersebut kemudian dilakukan
identifikasi penyebabnya dengan menggunakan metode Forum Group
Discussion satgas SPIP. Berdasarkan hasil FGD tersebut diperoleh akar
penyebab yang menimbulkan risiko terjadi, terlampir dalam Tabel Daftar
Risiko Prioritas lampiran 10.

Dalam skala 4 dengan risk appetite 6, kategori nilai risiko dan
operasionalisasinya, risiko prioritas pada Sekretariat Daerah baik risiko
strategis dan operasional, dapat diilustrasikan pada matriks risiko

sebagai berikut:

DAMPAK/ KONSEKWENSI
MATRIIF(“SS?[I;ISL]SIS Tidak Kecil Besar Sangat
Signifikan Signifikan
I 2 3 4

Hampir Pasti 4+

; 23330201 [RS0.23.33.02.01
Kemungkinan | 3 'B‘ggzlm 5073320003
Besar R00.23.33.02.03 R00.23.33.02.12

23330221 R00.233302.36

00.23.3302.37
: 10023330222
Kemungkinan | 2 R00.23.33.02.23
Kecil 00.23.33.02.24
00.23.33.02.25

Kemungkinanterjadinya
risiko

Sangat Jarang| 1

Risk appetite=6

KETERANGAN

Dari risiko prioritas yang ada, perlu dilakukan penanganan risiko. Proses
penanganan risiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan
penanganan guna menghindari, mengurangi, mengalihkan atau menerima
risiko. Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa alternatif penanganan
risiko sebagai bahan pertimbangan dalam merancang rencana tindak

penanganan risiko selanjutnya, yaitu:
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ALTERNATIF
PENANGANAN RISIKO

Mengurangi frekuensi
kemungkinan terjadinya
risiko

Mengurangi dampak apabila
risiko terjadi

Mengurangi frekuensi dan
dampak risiko

Menerima risiko yang
memperoleh skor dibawah
nilai selera risiko

Kemudian dirancang mitigasi risiko (pengendalian) untuk menghindari

terjadinya akar penyebab risiko. Mitigasi risiko (pengendalian).

3.4 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan
yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur,
teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk
setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kebijakan dan prosedur yang ada
haruslah berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah. Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing kegiatan

penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.
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b. Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan
kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko
tersebut dan memberikan arahan penerapannya.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud, sekurang-

kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

Kegiatan pengendalian
O 1 diutamakan pada kegiatan
pokok instansi pamerintah

Kegiatan pengendalian

0? harus dikaitkan dengan -

proses penilaian risiko

Kegiatan pengendalian yang
03 dipslih harus disesuailan

dengan sifat khuses

ingtans: pemerintah

Selanjutnya kegiatan pengendalian diimplementasikan dalam kegiatan-
kegiatan nyata untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan telah diikuti oleh seluruh pegawai yang terkait. Kegiatan
pengendalian ini secara berkala harus dievaluasi untuk memastikan bahwa
kegiatan-kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana
diharapkan.

Kegiatan pengendalian tersebut meliputi:
a) Review atas Kinerja
Reviu kinerja instansi
pemerintah,  meliputi  reviu
terhadap  pencapaian  hasil,
kegiatan, program, kebijakan, dan
keselarasan tujuan dengan misi

dan visi instansi, penganggaran,

keuangan, pelaporan, dan
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ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Review dilakukan pada tingkat pimpinan instansi pemerintah dan reviy
pada tingkat kegiatan. Reviu pada tingkat pimpinan meliputi reviu
terhadap kesesuaian rencana strategis, kebijakan, pengukuran, serta
pelaporan hasil kinerja yang dicapai dengan mengacu pada ketentuan dan
peraturan yang berlaku. Reviu pada tingkat kegiatan ditujukan untuk
mengetahui kesesuaian antara hasil kinerja keuangan, anggaran, dan
operasional dengan hasil yang direncanakan.

Parameter penerapan sub unsur reviu kinerja sebagai cermin bahwa
sub unsur tersebut telah diselenggarakan adalah adanya dokumen
perjanjian kinerja/penetapan kinerja dan direviu secara berkala yang
dibuktikan dengan adanya laporan kinerja triwulanan dan tahunan.

Dalam memenuhi parameter sub unsur reviu kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki kebijakan dan prosedur
yang mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun
2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
Rencana Kerja Tahunan sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Nomor
188.4/41/SETDA/PASBAR/2021 dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat menyampaikan laporan capaian kinerjanya kepada Bagian
Administrasi Pembanguanan setiap bulannya dalam bentuk laporan

realisasi fisik dan keuangan.

b) Pembinaan SDM

I -binaan sumber daya manusia

PENGEMBANGAN, PELATIHAN, merupakan pembinaan terhadap
DAN PEMBINAAN

semua orang yang tergabung

dalam suatu organisasi baik

pimpinan, staf, atasan, bawahan,

pegawai tetap, pegawai  tidak
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tetap, dan seterusnya, yang dengan peran dan sumbangannya masing-
masing mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.

Parameter penerapan sub unsur pembinaan sumber daya manusia sebagai
cermin bahwa sub unsur tersebut telah diselenggarakan adalah adanya
Peraturan Bupati No.52 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan output dari Hasil

Analisis Beban Kerja, serta Keputusan Sekretaris Daerah tentang IKU 2021-
2026

¢) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

~ Kegiatan  pengendalian  atas
- pengelolaan  sistem  informasi
meliputi pengendalian umum dan
pengendalian aplikasi.
_' ':.“ Pengendalian ~ umum terkait

dengan lingkungan pengelolaan

| informasi sedangkan pengendalian

aplikasi memastikan bahwa input telah lengkap dan diperoleh dari sumber
yang valid, sistem yang memproses input dapat diandalkan, dan output
yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.

Parameter penerapan sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem
informasi sebagai cermin bahwa sub unsur tersebut telah diselenggarakan
adalah adanya kebijakan dan SOP yang memuat pengendalian umum dan
pengendalian aplikasi TI berupa manual aplikasi SIMDA, SIKD serta
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran
Gaji PNS melalui Aplikasi SIMGaji, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Namun atas kebijakan dan SOP

tersebut belum dilakukan evaluasi berkala.
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d) Pengendalian Fisik Aset

Nomor 28 Tahun 2020.

Kegiatan Pengendalian Fisik atas
aset dimaksudkan agar aset yang
dimiliki aman, dari risiko hilang,
rusak atau digunakan oleh pihak
lain tanpa hak dalam hal
pengendalian fisik atas aset
Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat belum memiliki

kebijakan/aturan terkait pedoman dan prosedur pengelolaan aset,
pengelolaan BMD masih sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya, terakhir dengan PP

Aturan ini telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait, serta
diimplementasikan antara lain dalam bentuk laporan BMD, Berita acara
serah terima barang, KIB, KIR, dan pengamanan aset melalui pemberikan

kodefikasi/label BMD sesuai dokumen pengadaannya.

e) Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

PERINILAN
e L.

Penetapan indikator dan ukuran
kinerja ditetapkan untuk tingkat
instansi pemerintah, kegiatan, dan
pegawai. Penetapan indikator dan
ukuran kinerja di mulai dengan
kesepakatan sasaran dan target

dan ini akan menjadi suatu bentuk
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pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan instansi pemerintah,
Kesepakatan kinerja dalam kontrak manajemen dibuat antara pimpinan/
pejabat dan pegawai dengan atasan langsungnya dalam suatu instansi

pemerintah dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam hal penetapan indikator dan ukuran kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat telah mengikuti kebijakan dan prosedur yang
diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
berupa Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan
perjanjian kinerja pejabat yang terkait dan Standar Kinerja Individu untuk
masing-masing pegawai ditetapkan setiap awal tahun. Kebijakan ini telah
disosialisasikan melalui whatsapp grup dan diimplementasikan dalam

laporan Kinerja.

f) Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi otorisasi atas

kejadian/ transaksi, khususnya
yang terkait aset
(uang/barang), proses
pencatatan  transaksi  dan

penyimpanan asetnya tidak

dilakukan oleh satu orang,

dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Dalam hal pemisahan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
telah mengikuti kebijakan dan prosedur mengenai pemisahan fungsi pada
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, antara lain fungsi otorisasi,
persetujuan, pencatatan, pembayaran dan penerimaan dana, dan fungsi-
fungsi lainnya dalam bentuk Standard Operational Prosedure (SOP) atas
transaksi/proses bisnis yang ada di OPD. Hal tersebut ditunjukkan dengan
adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Surat Keputusan
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Bendahara, dan Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

g) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
Otorisasi adalah pelaksanaan
kewenangan  oleh  pejabat

tertentu di lingkungan

pemerintah untuk mengizinkan

atau tidak mengizinkan suatu

tindakan di dalam lingkungan

UTHORIZED\

birokrasi pemerintah  yang
berakibat pada perubahan baik yang secara hukum mengikat maupun yang
tidak mengikat instansi pemerintah tersebut. Transaksi dan kejadian yang
penting dalam instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan
negara adalah kejadian yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang berdampak pada penerimaan dan

pengeluaran negara (APBN/ APBD).

Terpenuhinya Sub unsur Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting ditandai
dengan keberadaan aturan terkait otorisasi transaksi, Pengomunikasian
otorisasi transaksi, Pelaksanaan Otorisasi transaksi sesuai aturan,

keberadaan evaluasi berkala, dan Pengembangan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi sub unsur
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting, hal ini dibuktikan dengan adanya
SOP Tata Kelola Keuangan. Pengkomunikasian SOP tersebut dilaksanakan
melalui Whatsapp Group dan surat edaran. Bukti penerapan otorisasi
transaksi adalah dengan digunakannya Aplikasi Keuangan (SIMDA) dengan
otoritas yang berbeda sesuai tugas dan fungsinya untuk setiap personil

pengelola keuangan daerah.
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h) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan
Kejadian Penting

Pencatatan yang akurat adalah
apabila transaksi telah
diklasifikasikan dengan layak
dan dikelompokkan dengan
benar. Pengklasifikasian secara

layak dan pencatatan telah

dilaksanakan atas keseluruhan

siklus transaksi/ kejadian yangmeliputi otorisasi, inisiasi,
pemrosesan, dan pengklasifikasian dalam catatan ringkas. Pencatatan yang
tepat waktu adalah apabila transaksi/ kejadian segera dicatat sehingga
tetap terjaga relevansi nilai-nilai serta kegunaannya bagi manajemen

dalam mengendalikan operasi dan mengambil keputusan.

Terpenuhinya sub unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu ditandai
dengan Keberadaan aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan
kejadian, Pengomunikasian aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi dan
kejadian, Pencatatan transaksi akurat dan tepat waktu, Keberadaan

evaluasi berkala terdokumentasi, dan Pemantauan otomatis.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi sub unsur
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu, hal ini dibuktikan dengan adanya
SOP tentang Pencairan Belanja, SOP tentang pengelolaan BMD, dan SOP
tentang pengelolaan pendapatan. Pengomunikasian SOP tersebut
dilaksanakan melalui Whatsapp Group dan edaran. Bukti penerapan
pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat dan tepat waktu
adalah tersusunnya Laporan Mutasi BMD dan Laporan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang akurat dan tepat waktu.
Evaluasi berkala atas pencatatan transaksi dan kejadian penting telah
dilakukan, dibuktikan dengan adanya jurnal koreksi terkait pencatatan
transaksi.
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i) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Akses adalah cara atau
peluang untuk mendekati
sesuatu atau memasuki tempat
tertentu. Pembatasan akses
adalah membatasi agar hanya

pihak tertentu yang dapat

menggunakan / memperoleh

sesuatu, atau memasuki suatu tempat. Pembatasan akses atas sumber
daya adalah pembatasan atas kesempatan, hak untuk menggunakan, atau
memperoleh sesuatu yang berguna atau bernilai. Pembatasan akses tidak

hanya dilakukan pada sumber daya saja tetapi pembatasan akses juga

dilakukan atas pencatatan sumber daya.

Terpenuhinya sub unsur Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan
Catatan ditandai dengan Keberadaan pembatasan akses atas sumber daya
dan catatan, Pengomunikasian pembatasan akses, Pelaksanaan
pembatasan akses atas sumber daya dan catatan, keberadaan evaluasi
berkala dan terdokumentasi atas pembatasan akses, dan Pengembangan

berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi sub unsur
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan dibuktikan dengan
adanya pembatasan personil yang bisa akses ke aplikasi SIMDA
Keuangan, SIMDa BMD maupun SIMGaji melalui pemberian user id dan
password aplikasi pada pegawai yang terkait dengan otoritas masing-
masingnya berbeda-beda sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan
dilaksanakan melalui Whatsapp Group dan Program Pelatihan Mandiri.
Bukti implementasi atas pembatasan akses terhadap sumber daya dan

catatan telah dilakukan pegawai yang berwenang adalah tersusunnya
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Laporan Penyelenggaraan SPIP dan RTP Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasaman Barat.
j) Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya merupakan
perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam
mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam
rangka pencapaian tujuan.

Terpenuhinya  Sub  unsur

Akuntabilitas terhadap Sumber

c

s Epromise Daya dan  Pencatatannya
subjection g ,Oyawrsrobedlence
e .

ditandai dengan Keberadaan
penanggung jawab atas

pencatatan dan sumber daya,

pengomunikasian penetapan
penanggung jawab pencatatan dan barang, Pertanggungjawaban atas
pencatatan dan sumber daya, keberadaan evaluasi berkala dan

terdokumentasi, dan Pengembangan berkelanjutan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat memiliki penanggung jawab
atas pencatatan dan sumber daya yang diatur dalam SK Pengelola
Anggaran, SK PPK dan Pembantu PPK, SK Pengelola BMD. SK tersebut telah
dikomunikasikan kepada pegawai terkait. Implementasi dibuktikan dengan
Laporan Mutasi BMD dan LRA. Selain itu Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat juga membuat Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

K) Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern serta
Transaksi dan Kejadian Penting
Kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP), salah satunya adalah dokumentasi yang baik atas sistem

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
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Pimpinan instansi pemerintah
wajib  memiliki, mengelola,
memelihara, dan
memutakhirkan  dokumentasi
secara berkala. Dokumentasi

berguna bagi para Pimpinan

dalam mengendalikan
pengoperasian atau pelaksanaan kegiatan sehari-hari untuk mencapai
tujuan. Dokumentasi yang baik ini juga berfungsi sebagai alat uji atas
efektivitas sistem pengendalian intern yang diselenggarakan instansi

pemerintah.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik tersebut, pimpinan
instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SPI serta
transaksi dan kejadian penting. Pendokumentasian yang baik tersebut
dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Terpenuhinya
Sub unsur Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian
Penting pada level 4 ditandai dengan adanya kebijakan/aturan/SOP
mengenai hal tersebut, telah dilakukannya pengkomunikasian atas
kebijakan/aturan/SOP tersebut, dan telah dimplementasikan serta telah
dilakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan/aturan/SOP
tersebut, serta adanya pengembangan berkelanjutan (continuous

improvement) atas kebijakan/aturan/SOP tersebut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat belum cukup memenuhi Sub
unsur Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian
Penting, hal ini ditandai belum adanya kebijakan/aturan dokumentasi atas
implementasi/ penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting

yang diatur melalui Perbup ataupun perda.
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Untuk risiko operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat yang sudah diidentifikasi dan dinilai sebagai
risiko prioritas juga telahdibangun berbagai pengendalian. Beberapa
pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak
efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Adapun
berkenaan dengan pengendalian yang telah terpasang, disajikan secara
rinci pada tabel Penilaian atas Kegiatan Pengandalian yang Ada dan Masih

Dibutuhkan sebagaimana terlampir pada lampiran 11.

3.5 Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko,
khususnya risiko prioritas sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa
kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa
kegiatan pengendalian baru, perlu dibangun. Pembangunan kegiatan
pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan
munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila
risiko benar-benar terjadi. Rencana tindak pengendalian atau kegiatan
penendalian yang masih dibutuhkan untuk setiap risiko, baik risiko
operasional maupun risiko strategis dapat dilihat pada tabel Penilaian atas
Kegiatan Pengandalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan sebagaimana

terlampir pada lampiran 11.
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BAB IV
RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi merupakan unsur pengendalian intern keempat
diantara lima unsur pengendalian yang ada. Instansi Pemerintah harus memiliki
informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun
non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta

internal.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau
informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Informasi tersebut harus direkam
dan  dikomunikasikan  kepada
pimpinan Instansi Pemerintah dan
lainnya di seluruh Instansi
Pemerintah yang memerlukannya

dalam  bentuk serta dalam

kerangka waktu, yang
memungkinkan yang
bersangkutan melaksanakan

pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Informasi dan Komunikasi

meliputi:

a) Informasi yang Relevan
Informasi dari sumber internal dan eksternal diidentifikasi, diperoleh, dan
didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan rincian yang memadai,

bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien,

Pemenuhan Subunsur Informasi yang Relevan ditandai dengan:

v Adanya identifikasi kebutuhan informasi bagi para pengguna yang
bersumber dari internal dan eksternal;

v" Informasi yang diperoleh mempunyai relevansi dengan tujuan Instansi
Pemerintah yang bersangkutan;

v Informasi yang diperoleh telah dikaitkan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan serta perubahan politik dan ekonomi ;

v Informasi internal dan eksternal bisa diperoleh semua tingkatan
Pimpinan Instansi Pemerintah;

v Informasi yang baik dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara efisien dan efektif:

v Informasi yang diperoleh Pimpinan Instansi Pemerintah merupakan hasil
analisis yang dapat membantu mengidentifikasi tindakan khusus yang
perlu dilaksanakan;

v' Informasi internal dan eksternal bisa diolah dalam bentuk rincian yang
tepat sesuai dengan semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah;

v' Ada evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur informasi yang
memungkinkan pengecekan rinci dan Informasi tersedia tepat waktu
sebagai bahan pemantauan dan bahan melakukan tindakan korektif
secara cepat;

v' Informasi operasional dan keuangan dapat mendukung program yang
dilaksanakan;

v' Dilakukan evaluasi kebijakan dan SOP infokom dan Dokumentasi evaluasi
dan terdapat dokumen evaluasinya;

v' Informasi operasional, keuangan dan anggaran dapat digunakan untuk
menentukan pelaksanaan program telah sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku;

v" Pemantauan telah dilaksanakan secara otomatis
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Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi Sub unsur
Informasi yang Relevan, hal ini dibuktikan dengan spesifikasi kebutuhan
informasi SPIP telah ditetapkan secara formal dalam Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Renja Tahun

2022. Hal tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait.

b) Komunikasi yang Efektif

Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjalinnya
komunikasi internal dan eksternal yang efektif terutama yang memberikan
dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lainnya
termasuk penganggaran dan pendanaannya. Agar terjadi komunikasi yang
efektif instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan
memperbaharui  sistem informasi secara terus menerus. Untuk
menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan organisasi sekurang-

kurangnya:

TUGAS PIMPINAN ORGANISASI
DALAM PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

02
0 1 Mengelola,
Menyodiakan dan mengembangkan, dan

memanfastian memparbaharui
berbagai bentuk dan sistem informasi

sarana komunikasi Hecars lerus-manerus

Terpenuhinya sub unsur Komunikasi yang Efektif ditandai dengan arahan
pimpinan tentang tanggung jawab pengendalian, pegawai telah memahami
beban tugas, aspek pengendalian intern, peran masing-masing pegawai dan

hubungan kerja antar pegawai, komunikasi harus menjangkau permasalahan
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dan penyebab sehingga kerugian bisa ditanggulangi dengan identifikasi
kelemahan potensial pengendalian intern, pegawai memahami sikap perilaku
yang tidak bias diterima serta konsekuensinya, tersedia saluran komunikasi
informasi ke atas, dan komitmen pimpinan mendengar keluhan bawahan,
aliran informasi menjangkau ke seluruh bagian yang memerlukan dan adanya
jaminan komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional, tersedia saluran
komunikasi informal atau terpisah sebagai alternatif, jaminan perlindungan
bagi pegawai yang melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak
benar atau penyimpangan, pegawai mempunyai kesempatan menyampaikan
rekomendasi penyempurnaan kegiatan dan tersedia reward, pimpinan
instansi pemerintah menjalin komunikasi efektif dengan APIP, pimpinan
instansi pemerintah melaporkan kinerja, risiko, inisiatif penting dan kejadian
penting lainnya kepada APIP, tersedia saluran komunikasi yang terbuka dan
efektif dengan stakeholder, kode etik dikomunikasikan dengan stakeholder,
frekuensi evaluasi berkala komunikasi internal dan eksternal untuk
mengetahui berfungsinya pengendalian intern, disediakan saluran pengaduan
masyarakat dan penanganan tindak lanjut atas pengaduan, penyajian hasil
pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memonitor
perkembangan tindak lanjut, saluran komunikasi yang tepat dengan
stakeholder untuk menggambarkan misi, tujuan serta risiko yang dihadapi
instansi pemerintah, dan pengembangan sistem informasi secaraterintegrasi

untuk mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi sub unsur
Komunikasi yang Efektif dibuktikan dengan adanya notulen rapat tentang
tanggung jawab pengendalian intern dan hasil wawancara. Pengomunikasian
dilaksanakan melalui Whatsapp Group. Implementasinya adalah adanya forum
komunikasi bersama dan laporan kinerja/profil risiko.

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan
komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya

pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu
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diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang
direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Komunikasi non verbal: Memberikan keteladanan perihal praktik
integritas;

2. Forum Rapat Dinas: menyusun Kode Etik;

3. Komunikasi Diskusi Kelompok: Focus Group Discussion (FGD) dengan
topik nilai-nilai etika dalam lingkungan kerja sehari-hari;

4. Komunikasi langsung dan tidak langsung melalui berbagai media (tatap
muka; poster; running text; spanduk; televisi: majalah; koran; buku
saku dll.);

5. Perenungan: Contoh santapan rohani, kuliah 7 menit, simulasi
integritas, menyelenggarakan out bond, dll.);

6. Komunikasi interogatif antara pimpinan dengan pihak-pihak yang
melakukan ketidakpatuhan;

7. Rapat dinas: perihal fungsi dan tugas Tim Etika;menjelaskan
pentingnya stratregi dan kompetensi pegawai;

8. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi pegawai;

9. Rapat kerja membahas: hasil evaluasi kompetensi dan prestasi
kerja pegawai;

10.Forum Rapat Dinas (FRD):
a. Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai arti kebijakan
“Pengabaian Manajemen" terkait dengan penerapan SPIP;
b. Pimpinan menjelaskan dan memotivasi pelaksanaan pelayanan

publik yang transparan dan akuntabel;

o

Pimpinan memantau dan meminta laporan kemajuan kegiatan;

o

. Pimpinan menjelaskan urgensi SPIP dan mengajak pegawai
mematuhinya;

Membahas hasil kinerja pengawasan intern perihal pengendalian

o

intern;
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f. Pimpinan menjelaskan kepada pegawai perihal ketidakpatuhan,
kecurangan dan ketidakpatutan kemudian mengajak pegawai untuk
mengindahkannya;

g Pimpinan  menjelaskan  hasil  evaluasi manajemen  dan
menindaklanjuti saran-saran pemecahan masalah yang ada;

h. Pimpinan menjelaskan kepada seluruh pegawai, temuan APIP secara
transparan dan mengajak pegawai menindaklanjutinya;

i Pimpinan mengajak seluruh pegawai bekerja secara profesional dan
bersikap hati-hati terhadap berbagai risiko pekerjaan termasuk
kemungkinan berurusan dengan APH;

11. Pimpinan menerbitkan kebijakan pengembangan budaya kerja;

12. FRD dan FGD: Pimpinan menjelaskan dan memberikan ilustrasi serta
menyampaikan pengalaman terkait budaya kerja;

13. Forum Rapat Pimpinan (Forum Rapat pimpinan): Pimpinan melakukan
pembinaan  pejabat  dengan mengingatkan  tanggung jawab
profesionalnya sesuai dengan uraian tugas jabatan;

14. Peserta Diklat melaporkan hasil pendidikan dan latihan (Diklat);

15. Pimpinan meminta penjelasan pegawai yang mengalami kesulitan
menerapkan ilmu yang diperoleh dari Diklat;

16. Pengisian pesan moral oleh pegawai pada apel pagi secara bergilir;

17. Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai:

a. perihalrole model;

b. yang di fasilitasi Tim Manajemen Perubahan tentang manajemen
perubahan;

¢. perihal model yang efektif pengembangan pola hidup sehat;

18. Forum diskusi kelompok di lingkungan pegawai yang di fasilitasi Tim
Manajemen Perubahan tentang manajemen perubahan;

19. Menggalang komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media

elektronika, cetak, tatap muka, telepon, SMS.
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Lebih rinci mengenai informasi dan komunikasi untuk setiap risiko prioritas
dapat dilihat pada tabel Rencana dan Realisasi atas pengkumunikasian

Kegiatan Pengendalian yang Dibangun pada lampiran 12.
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BABV
RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan
untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan
efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah
dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

1) Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk
meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana
seharusnya.Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai pemilik
risiko  membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan.
Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi antara lain sebagai
berikut:
a. Verifikasi
b. Ceking fisik
c. DIL

2) Evaluasi Terpisah
Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, pada akhir tahun. Evaluasi
bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang

telah berjalan efektif.

3) Pelaksanaan Tindak lanjut
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap
rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun
internal, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan

tindaklanjutnya.
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4) Pemantauan atas Pelaksanaan RTP
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan laporan atas
pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim

pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

Lebih rinci sesuai dengan risiko prioritas yang telah dinilai, ditetapkan

bentuk/metoda pemantauan yang diperlukan guna mengendalikan risiko tersebut
dapat dilihat pada lampiran 13 dan mencatat setiap risiko yang terkadi pada
daftar pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP sebagaimana diuraikan di

lampiran 14.
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BAB VI
PENUTUP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan wujud
komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan
menguatkan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPIP dimaksud dirancang untuk
dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus, Disamping itu dalam implementasinya
menekankan pada pentingnya pengendalian berdasarkan faktor soft control yaitu
mengutamakan faktor komitmen pimpinan unit kerja dan keterlibatan seluruh
pejabat serta pegawai.

Dalam rangka meningkatkan maturitas level penyelenggaraan SPIP,
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan telah
berupaya melakukan perbaikan atas proses pengendalian intern dan proses
bisnis kegiatan unit kerja melalui pemantauan atas pengendalian intern yang
telah dilakukan secara mandiri dengan pendekatan Control Self Assessment (CSA)
dalam rangka menguji dan menilai efektifitas pengendalian intern. Agar
peningkatan maturitas level penyelenggaraan SPIP dapat berhasil dengan baik,
diperlukan perbaikan-perbaikan yang terus menerus dan komunikasi yang
berkesinambungan oleh pimpinan unit kerja, seluruh pejabat dan pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
diarahkan untuk dapat memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya
efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset daerah, dan Kketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Penyelenggaraan SPIP diharapkan menjadi alat kendali bagi pengelola

kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai
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tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi early warning systems agar
pelaksanaan semua kegiatan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan dalam koridor serta
sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, efisien, dan efektif
Disamping itu, penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat sebagai bentuk komitmen dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi dan good governance.

Simpang Empat, % Jan 2023
Sekretaris Daerah
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Lampiran 2 RTP SETDA 2023

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEXRETARIAT DAERAH
Nama Pemda : Pemerintah Kebupaten Pasaman Barat
Tahun Penilaian 2023
No.|. ‘Sumberdata - ..|+~ . . Uraian Kelemahan - - | ! ¢ Kiasifikasi =
“af. s - ST BT Y L L - S
1|Media massa - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetenst |Komitmen Terhadap Kompetensi
yang dimilild
- Rekanan yang ditstapkan sebagai pemenang tender Penegakan Integritas dan Nilai Etika
tersanghkut kasus hukum
- Rekanan yang ditetapkan menjadi pemenang tender Komitmen Terhadap Kompetensi
ternyata tidak mampu melaksankan pekerjaan, dengan baik
2 |FGD - belum adanya pelatihan terkait pengelolaan resiko Komitmen Terhadap Kompetensi
- proses relruitmen PTT/THL belum memperhatikan Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
kebutuhan sebagaimana peta jabatan yang ada Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM
3 |LHP BPK RI nomor - Pertanggungjewaban belanja bahan bakar minyal tidal Penegakan Integritas dan Nilai Etika

04/LHP/XVII.PDG/01/ |didukung bukti pertanggungjawaban yang senyatanya.
2023 tanggal 11 Januari|- Pelaksanaan belanja petjalanan dinas lnar daerah utoulk
2023 pegawai yang berstatus PIT dan THL tidak sesuai
ketentuan

4 |Surat LKPP Nomor -Tingkat kematangan UKFBJ yang masih rendsah Pembentukan struktur organisasi yang

28432/8SES/11/2022 sesuai dengan kebutuhan
tanggal 7 November

2022 Perihal
Penayangan Hasil
Sementara Penilaian
Indeks Tata Kelola
Pengadaan K/L/PD
Tahun 2022 pada,
Aplikasi SIMKU

* Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keteratigan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian




Lampiran 3 RTP SETDA 2023

Slmpulan Survei Persepst atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintzh Daerah Kebupaten Pasaman Barat

SEXRETARIAT DAERAH
Neuna Pemda : Pemerintah Kabupaten Paseinan Darat —
Tehun Penilaian : 2023
L. : " .~ Hasil Reviu Dokumen N _-__Hasll Burvei Persopmi . i ' oML st Ay -
bl  Haall T~ Uiaian : Hasll (TSI Bl ., Tehjelasan:

ad ""-. .b i CET TN RN id s - L. f R Teou. L% . h s 3

1 |Penegakan Integritas Kurany |- Pertanggungiawaban belanja bahen| MEMADAI Karang |- Portangpungjawaban belanfa bahan
den Nilai Etika Memadal] bakar minyak Hdak didukcung bukt Memadal [bakar minyak tidak didulung bukti

pertanggungjewaban yang pertanggungiawaban yatig senyatanys,
senyatanya. - Pelaksanean belanja perjalanan dinas

- Pelaksanann belanfa perjalanan luar darrah umuk pegawal yang berstatus|
«linas luar daerah utnuk pegawai PTT dan THL tidak sssuai ketentuan

yarg berstatus PTT dan THL tidak

sesuai ketentunn

- Rekanan yang ditetapkan sebagai = Releanan yang ditetapkan sebagat
Pemenang tender tersanghut kasus pemenang tender tersanghut kasus
hukym ' hukum

2 |Komitmen terhadnp [Rarang - Pegawai behim ditempatkan taemadai HKurang - Pegawai belum ditempatkan sesuai
kompezenst Memadad|  sesuai dengan kompetens yang |Mesnadai dengan kompetensi yang dimilikl

dimniliki

= belum adanya pelatihan terkalt [knmang = Belum adanya pelatihan « Belum adanya pelatihan terkait

pengelotaas resiko mcmadal terkait pengefolaan risike, bailk pengelolaan risiko, baik pelatihan
pelatihan khusus mavpun khusus maupun pelatihan terintegrasi
pelatiban terintegrasi secara secara berkala,

3 |Kepemimpinan yang |Memadai dai Memsadai
kondusil

4 |Strulttur organisasi  {Korang -Tinglat kematangan UKPSJ yang |kumay Sebagian besar staf bultan HKomng rlgegzwai yantg bertugas di OPD sebagian
sesuai kebutuhan Memadai | masih rendah memadal  |merupakan pegawal tetap (PNS) Memadal |besar merrpakan pegawai yang bersifat

tetapl adalah PTT/THL adhoc (sementarn)

B |Pendelegast Memudal MEMADAT Momaadal
wewenang dan
tanggung jawab yang
tepat.

6 |Penyusunan dan Kurang |- proses relcruitmen PIT/THL belum [karany ~Rekruitinen, retensi, tntitast, Harang ~Rekriitmen, retensi, mutasi, maupun
Penerapan Kebijakan |Memadai|mempethatikan kebutuhan daf |mavpun p { pernitihan SDM  [Memadal |promost pemilihan SDM belum dilakukan
yang Sehat tentang sebagaimana peta jabatan yang ada Dbelum dilakukan dengan dengan baikfsesual ketentuan
Pembinaan SDM baik/eesuad ketentian

1 - Belum adanya cvaluasi kinerja Hurang  [Belum adanya evaluasi kinerja pegawai,

jmemadal  |pegawat, yang menjadi ealah satn  |Memadai yang mentjadi salah satn pertimbangan
jpertimbangan dalam perhitungan dalam perhitungan penghasitan
penghasilan

Lkurang ~Instansi belum mengalokasikan |Kursog [nstansl belum mengalokasikan anggaran

memadal  |anggaran yang memadai untuk M dad [yang dai untuk pengembangar
pengembangan SDM SDM

7 |Perwujudan peran Memadai Memadal Memacdal
AFIF yang efektif

8 |Hubungan Kerja yang | Memadat MEMADAL Memadal
Baik dengan Instansi
Pernerintah Terkait

Keterangan:

Eclom a diisi dengan nomer urut

Eelom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom ¢ dilsi dengan simpulan penllaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolont d diisi dengan uwralan simpulan pentlaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolorn e diis! dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolem { diisi dengan urefan simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesual hasil penilalan awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survel parseps bertentangan, maka lakukan pendalaman atay
lakuken professional judgement untuk nenyimpulkanoya

Kolom h dils] dengan uralan kelemahan
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Lampiran 4 RTP SETDA 2023

SEEKRETARIAT DAERAH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Penilatan 1 2023
Periode yang dinilai : Periode RRJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data : RBJMD 2021-2026
Visi : Pasaman Barat yang Maju, Rermartabat dan Sejahtera

1} Mewujudkan tata kelola pemerintahan Yyang professional dan inovatif;
Misi Strategis RP.JMD 2) Membangun Sumber -Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa,

berbudaya, dan berdaya saing; dan

3] Mewujudkan perekonomian vang tangewh, berdava saing, dan inklusif.
Penetapan konteks
Misi Risiko Strategis |Misi 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
Pemda

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif
Tujuan Strategis 2) Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram,
RPJMD dan Tangguh

3} Mewnjudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan
Penetapan Konteks Tujuan 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan|
Tujuan Ristko . .
Strategis Pemda movati

Sasaran 1.1.Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Sasaran RPJMD Sasaran 1.2.Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif

Sasaran 1.3.Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

herkzialitas
Penetapan Konteks [Sasaran 1.1.Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntahel
Sasarar Risiko Sasaran 1.3.Terwujudnya Birokrasi yang memilild pelayanan publik
Strategis Pemda berkualitas

IKU Sasaran RPJMD

- Opini BPK atasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Nilai SAKIP

- Level maturitas SPIP

- Tingkat Kapabilitas APIP

- Indeks kepuasan masyarakat 86

Penetapan konteks |Indeks reformasi birokrasi, adalah ditentukan oleh opini BPK atas laporan
IKU Risiko Strategls |keuangan daerah, nilai SAKIP, Jevel matuitas SPIP dan Tingkat kapabilitas
Pemda APIP, jila opini BPK atas laporan kenangan daerah, nilai SAKIP, level
maturitas SPIP dan Tingkat kapabilitas APIP baik, malka indeks reformasi
birokrasi juga baik.
Prioritas 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
pembangunan dan 2.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
program unggulan 3.Program Perekenomian dan Pembangunan
4.Program Aplikasi Informatika
5.Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Penyelanggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan jUnsur Pendukung Urusan Pemerintah
Daerah
. . Sekretariat Daerah
Nama Dinas Terkait Seicreturiat DPRD

Tujuan, Sasaran, IKU
dan Program yang
akan dilakukan
penilaian risiko

Tujunan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

inovatif

Sasaran : 1.1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

1.3 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkuatitas

IKU ;

- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Nilai SAKIP

- Level maturitas SPIP

- Tingicat Kapabilitas APIP

- Indeks kepuasan masyarakat

Pro; : program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Simpang Empat, 2023
BUPATI,

H. HAMSUARDI
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

:  Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
2023

Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

OPD yang Dinilai SEKRETARIAT DAERAH

Sumber Data Renstra Sekretariat Daerah Tahun 202 1-2026

Tujuan Strategis Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Sasaran Strategis 2. Meningkatkan fungsi koordinasi Pembangunan daerah
3. Meningkatnya altuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

IKU Renstra OPD IKU 2023
Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan Ppemerintah daerah 3,04
(EKPPD) (sangat tinggi)
Persentase rumusan kebijakan bidang Kesra yang 939
diimplementasikan &
Persentase rumusan kebijakan elconomi yang

s . 93%
diimplementasikan
Persentase rumusan Kebijakan pembangunan yang 100%
diimplementasikan °
Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa 75,00
o 80,50

Nilai SAKIP OPD (BB)
Level maturitas SPIP 3
Persentase penurunan temuan pemeriksaan 15%
Indeks kepuasan masyarakat {IKM) 84

Program

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
2.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.Program Perekonomian dan Pembangunan

Tujuan, Sasaran, IKU
dan Program yang
akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan Strategis : Mewnjudkan tata kelola pemerintahan yang profesional,
akuntabel dan inovatif

Sasaran Strategis: Meningkatnya skuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

IKU Strategis:
- Nilai SAKIP SETDA
- Level maturitas SPIP

- Persentase penurunan temuan pemeriksaan
- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Keabnpaten/Kota

Simpang Empat, 2023
Sekretaris Daerah,

HENDRA PUTRA,S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19760430 199511 1 001
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PENETAPAN KONTEKS RISIX0Q OPERASIONAL OPD

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Urusan Pemerintahan :

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
2023

Pericde RPJMD Tahun 2021-2026
Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

dan Kegiatan Utama

OPD yang Dinilai SEKRETARIAT DAERAH

Sumber Data Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Tujuan Strategis Mewujudkan tata kelola pemerintahan Yang profesional, akuntabel dan inovatif
Program Sekretariat |1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Daerah {Renja 2022) 2. Program Perckonomian dan Pembangunan

3. Program Pennnjang Urnsan Pemerintah Daerah Kahupaten /Kota

1. Persentase peningkatan pelaksanaan pembinaan administrasi
. kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah 100%
Keluaran/Hasil 5 — - .
Kegiatan . Pa_exjsentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian yang 90%
ditindaklanjuti
3. Calupan pelayanan penunjang urnsan pemerintsh daergh 100%

Program, Kegiatan,
dan Keluaran/Hasil
Kegiatan yang akan
dilakukan penilaian
risiko

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :

L. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6. Administrasi Umum Peranglkat Daerah

7. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

9. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH

11, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

12. Penataan Organisasi

13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Keluaran /Hasil Keglatan:

1. Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah

2. Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah

3. Persentase capaian pelaksanaan administrasi BMD pada perangkat dacrah

4. Persentase capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat
daerah

5. Persentase capaien pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

6. Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah

7. Persentase capaian pelaksanaan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah
8. Persentase capaian pelaksanasn Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Persentase capaian pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Kenangan dan Operasional KDH WKDH
11. Persentase capaian pelakeanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Dasrah

12. Persentase capaian pelaksanaan Penatasn Organisasi

13. Persentase capaian pelaksansan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Simpang Empat, 2023
Sekretaris Daerah,

HENDRA PUTRA,S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19760430 199511 t 001
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Lampiran 9 RTP SETDA 2023

SERERETARIAT DAERAH
Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko
Nama Pemde ¢ Kahapaten Pasaman Barat
Tahan Penilaian 12023
Tujuan Strategis : Mewnjndkan tata kelela Ppemerintahen yang prefesional dan
inavatif
U;usa.n Pemer{ntt;&hnn . ‘ : Unsur Pend Urnsan Pemerintah
Nol W gROC TR ’ ' AnaligisiRisiko,
N . “Risiko™'yang ’fm’identiﬂkasi Hode Risiko. Sliila Skl j
N3 £ e - % Dampalst) | Keinnnglinan g} [-S1al2 Risiko
a c d ° =xe
I|Risiko Strategis Pemda,
1{Opini audit masih banyak catatan RSP.23.33.02.01 3 3 9
2|Nilai SAKIP tidak tercapai sesuai target RSP.23.33.02.02 3 3 9
3|Level maturitas SPIP masih rendah R8P.23.33.02.03 2 3 &
4fKapabilitas APIP belum memadei RBP.23.33.02.04 3 3 9
5(Terbatasnya SDM AFIP RSP.23.33.02.05 2 3 6
6\ Belum terwujudnya pelayanan publik Yyang prima RSP.23.33.02.06 3 2 6
H|Risiko Strategis OPD : Sekretariat Daerah
1|-Tujuan/sasaran tidak jelas/tdk berorientasi hasil R80.23.33,02.01 3 3 9
-Ukuran kinerja dan target tidak jelas/tdk berorientasi
hasil
-Programfkegiatan tidak terkait dengan pencapaian
sasaran/hasil
2|Nilai maturitas SPIP tidak mengalami peningkatan RS0,23.33.02.02 2 2 4
3{Tingginya angka/nilai temuan hasil pemeriksaan RS0.23,33.02.03 3 3 9
4]- Tingkat komplain/pengaduan masyarakat tingei RS0Q.23.33.02.04 2 2 4
5(- Tidak adanya dukungan anggaran untulk pelaksanaan |RS0.23.33.02.05 3 1 3
kegiatan
1| Risiko Operasional OPD: Sekretariat Daernh
1}Perhitungan kebutuhan dana terkait pengadaan BMD RO0.23.33,02.01 2 3 6
tidak tepat
2]Kebutuhan BMD belum terdata dengan baik ROO.23.33.02.02 2 3 3]
3| Kesalahan penganggaran rekening _pengadaan BMD RO0.23.33.02.03 2 3 6
41Proses pengadaan butuh waktu lama R00.23.33.02.04 2 2 ]
5|Pihak ketiga tidak mampn menyiapkan laporan R00,23.33.02,05 2 2 4
perkembangan progres pembangunan secara tepat waktu
&|Dokumen kontrak tidak terarsip dengan baik, R0OO0.23.33.02.06 2 2 4
memungkinkan dokumennya hilang
7| Data tamu yang berkunjung tidak bisa diprediksi RO0.23.33.02.07 2 2 4
8jTamu yang diundang tidak hadir sesuai jadwal R0O0.23.33.02.08 2 2 4
9|Tamu yang datang melebihi undangan R0O0.23,33.02.09 2 3 6
10| Rekanan terlambat dalam penyediaan kebutuhan RO0.23.33.02.10 1 3 3
makanan dan minuman
11|Pelayanan tanut pimpinan kurang maksimal R0O0.23.33.02.11 1 2 2
121Kualitas LPPD belum maksimal RCO0.23.33.02.12 3 3 9
13|PPK tidak paham menggunakan sistem SPSE 4.5 dalam RC0.23.33.02.13 2 2
menyampaikan paket pemilihan
14 Ketidaktersediaan fasilitas bandwidht yang memadai pada [R0O0.23.33.02.14 2 2 4
instansi PPK, sehingga PPK dan admin PPK minta
bantuan ungpah usulan paket ke Bagian PBJ
15(Usulan paket dari PPK tidak lengkap R00.23.33.02.15 2 2 4
16|Ketidaksesuaian paket pemilihan terhadap pemenuhan RO0.23.33.02.16 2 2 4
Semua persyaratan pelelangan
17|Laporan Pengadaan Brg/Jasa yang disampaikan OPD RO0O0.23.33.02.17 2 2 4
belum sesuai keterituan
18/Laporan diterima tidak sesuai dengan jadwal yang telah  [RO0.23,33.02.18 2 2 4
ditetapkan
19| Data yang di kirimkan oleh masing-masing OPD belum RO0.23.33.02.19 2 2 4
valid
20|Belum lengkapnya data dan informasi terkait sektor R0O0.23.33.02,.20 2 3 6
ekonomi mikro kecil
21Meningkatnya inflasi daerah R0O0.23.33.02.21 2 3 6
22|Rendahnya kinetja perusahaan daerah RO0C.23,33.02.22 3 2 6
23{Belum optimalnya perancangan produk hukum R00.23.33.02.23 3 2 6
pemerintah daerah
241Belnm optimalnya penanganan perkara pemetintah R00.23.33.02,24 3 2 [
25/Belum optimalnya upload data ke website JDIH R0O0.23,33.02.25 3 2 6
26| Terlambatnya penetapan DPA OPD RO0.23.33.02.26 2 2 4




No ittt s B o ST N AnalisisRisiko
Rizilko! yang Teridentiflltasi Kode Risiko Skula Shala
: e r : | Dampak!) | Kémunglinan » | Skaln Risiko
27|Terlambatnya proses penerbitan SP2D R0O0.23.33.02.27 2 2 4
28| Terlambatnya, penyampaian laporan kevangan OPD R0O0.23.33.02.28 2 2 4
29 Banyaknya BMD tidak ditemukan R0O0.23.33.02.29 3 3 5
30/BMD yang ada tidak sesua; KiR R00.23.33.02.30 3 1 3
31|Nilai BMD yg disajikan tdk mencerminkan keadaan R00.23,33.02.31 3 1 3
sesungguhnya
32[Terlambatnya penyampaian laporan BMD R0O0.,23.33.02.32 3 3 9
33{Sulitnya menemnkan bibit-bibit handal SDM yang R0O0,23.33.02.33 2 2 4
mewakili pemerintah daerah dalam lomba-lomba
keagamaan di tk, Provinsi/nasional
34| Penyampaian proposal belanja hibah tidak tepat RO0.23.33.02.34 2 2 4
wakiu/terlambat
35/Belum tersusunnya standar pelayanan RC0.23.33.02.35 3 2 6
36/|Belum lengkapnya SOP pelayanan RO0D.23.33.02.36 3 3 9
37| Data kegiatan/acara KDH/WKDH yang belum hisa, R00.23.33.02.37 2 3 6
dijadwalkan
38|Acara/kegiatan tidak sesuai jadwal RCO.23.33.02.38 2 2 4
39| Petugas protoko] tidak tepat waktu/koordinasi antar R00.23.33.02.39 2 2 4
petugas kurang

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urmt

Kolom b diisi dogan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom ¢ diisi dengan kode risiko sesuat lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-ratafmodus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta,
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemunglkinan




Lampiran 10 RTP SETDA 2023

SEKRETARIAT DAERAH
Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
Nama Paemda : Pemerintah Kabupaten Pazarman Barat
Tahun Peailaian : 2023
Tujuan Strategix ¢ Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dacrah,
Urusan Pemerintahan : Unsur Pend Urusan Pemerintah,
No Risiko Prioritas | "Kode Risiko | (Selera — Pesyebah Dampal:.
g Ristho = | Fialko
£ " 6l . R
a, ) c d [ f £
I|Risilco Strategis Pemdx
11 Opini audit masih banyak [RSP,.23.33.02.01 g Bupati - Manajemen aset belum optimal |- Daftar dan kondisi aset tidak
catatan - kesalahan proses aktual
penganggaran rekening belanja |- Realisasi belanja rendah,
~ Proses verifikasi kurang cermat | karena adanya belanja yang
tidak bisa dicairkan terkait
kesalahan kode rekening
- IPKD rendah
2| Nilai SAKIP tidak tercapai RSP.23.33.02.02 9 Bupati - Kekeliruan dalam proses - linerja kepala daerah kurang
sesuai target perencanaan bail
- kapasitas SDM perencana blm
memadai
- Penetapan target kinerja terlaly
tinggi
3|Level maturitas SPIP masih RSP.23,33.02.03 5 Bupati - Kurang optimaknya kepatuhan |- Pengendalian intern tidalk
rendah dalam pelaksanaan tugas dan berjalan sebagimana mestinya
fungsi OPD - Indeks Persepsi Korupsi
- Masih rendahnya pemahaman |rendah
akan pentingnya penilaian resiko|- Kesalahan berulang, karena,
pada OPD hasil evaluasi tidak
- Belum optimalnya didokumentasikan dengan baik.
pendokumentasian terkait tugas
dan fungsi OPD
- Kegiatan evaluasi belum
dilakukan secara maksimal oleh
QPD
4|Kapabhilitas APIP belum RSP.23.33.02.04 9 Bupati minimnya pelatihan peningkatan pembinaan dan fasilitasi terkait
memadai kapasitas APIP pengelolaan resiko dan SPIP
bagi OPD tidak maksimal
5(Terbatasnya SDM APIP RSP.23.33.02.05 6 Bupati adanya pergantian APIP vang ada berkurang
personil/mutasi ASN karena dimutasikan
6|Belum terwujudnya RSP.23.33.02.06 6 Bupati - Belum dizusunnya standar Indeks kepuasan masyarakat
pelayanan publik yang pelayanan rendah/pelayanan tidak optimal
ptima - DM terkait pelayanan publik
kuratg kompeten dalam
memberikan pelayanan
H|Risiko Strategis OPD :
SEKRETARIAT DAERAH
1)-Tujuan/sasaran tidak RS0.23.33.02.0 9 Sekda - Kekeliruan dalam proses ~ Pemborogan keuangan daerah
jelas/tdk berorientasi hasil |1 perencanaan - Kinerja kepala OPD kurang
-Ukuran kinerja dan target - kapasitas SDM blm memadai bail/Nilai SAKIP tidak optimal
tidzk jelas/tdk berorientasi - penetapan target kinerja terlalu
hasil tinggi
~Program/kegiatan tidak
terkait dengan pencapaian
sasaran/hasil
2|Tingginya angla/nilai RS0.23.33.02.0 9 Sekda - SOP manajemen aset tidak -opini audit kurang baik
termuan hasil pemeriksaan {3 berjalan maksimal - IPED tidak sesuai harapan
- kesalahan proses
penganggaran
- tindal lanjut terkait hasil
pemerjksazan tidak optimal
- risk and punishmen tidak
berjalan maksimal
- proses verifikasi kurang teliti
- pencairan belanja tidak sesuai
rekening yang seharusnya
- Dokumentasi pendukung SPJ
tidak benar/fiktif
I Risiko Operasional OPD ;
SEKRETARIAT DAERAH




o . Skala |
- ) o [ Risgiko. Pemilil
“Ko Risikzo Prioritas Kode Risiks | (Selera o Penychab Dampak
N _{ Risik
; . ? ~ 8) ) -
1| Perhitungan kebutuhan ROO0.23.33.02.0 6 Sekda/ |Terjadinya perubahan Pengadaan BMD kurang tepat
dana terkait pengadaan 1 Kabag perhitungan kebutuhan saat sasaran
BMD tidak tepat Umum dokumen anggaran telah
digusun
2|Kebutuhan BMD belum R00.23.33.02.0 6 Sekda/ |Dokumen kontrol kebutuhan Kegiatan operasional//teknis
terdata dengan baik 2 Kabag BMD tidak optimal perkantoran terhambat/tidak
Umum berjalan sesuai jadwal
3|Kesalahan penganggaran  |RO0.23.33.02.0 6 Sekda/ kurang telitinya penyusunan - Aset di Neraca Keu tidak
rekening pengadaan BMP |3 Kabag rencana kegiatan (RKA) tersaji sesuai kondisi il
Umum - Rincian Aset Neraca Keuangan
tidak sama dengan Rincian
Barang ke Neraca Bimda BMD
4|Tamu yang datang melebihil R00.23.33.02.0 6 Sekda/ [Antusiasme tamu/masyrakat Palayanan konsumsi tamn
undangan 9 Kabag tinggi kurang maksimal
5|Kualitas LPPD belum ROG.23.33.02.1 9 Sekda/  |tidak lengkap dan terlambatnya |Nilai LPPD tidak sesusi harapan
maksimal 2 Kabag penyampaian data dan indikator
Pemerinta {LPPD OPD terkait
han
6 Belum lengkapnya data ROC.23.33.02.2 & Sekda/Ka | Kurangnya sinecgi autar ODD UMKM sulit berkembang
dan informasi terkait 0 bag terkait seltor perekonomian
sektor ekonomi mikro kecil Perekono
mian &
7{Meningkatnya inflasi RO0.23.33.02.2 6 Sekda/Ka |- Tidak tersedianya beberapa Daya beli masyarakat turun,
daerah 1 bag barang di daerah pertumnbuhban ekonomi rendah
Perekono |- Tingkat ketergantungan
mian & |pasokan antar daerah yang
SDA cukup tinggi
- Peningkatan harga komoditi
dunia
8|Rendahnya kinerja RQ0.23.33.02.2 6 Sekda/Ka | Kapasitas SDM yang tidak Tidak adanya kontribusi
perusahaan daerah 2 bag memadai serta kurangnya Perusda untuk PAD
Perekono |pembinaan dan pengawasan
mian & OPD terkait
9 Belum optimalnva R00.23.33.02.2 6 Sekda/ Keterbatasan SDM Bagian Produk hukum yvang dihasilkan
perancangan produk 3 Kabag Hukum yang menangani produk [belum sesusi harapan
hukum pemerintah daerah Hukum  {hukum yang diajukan OPD
10jBelum optimalnya R0O0.23.33.02.2 6 Sekds/ |Tidak adanya dukungan Penanganan perkara memaken
penanganan perkara 4 Kabag anggaran yang memadai terkait |waktu yang lama
pemerintah daerah Hukum  |penanganan perkara pemerintah
daerah
111Belutn optimalnya upload |RO0.23.33.02.2 6 Sekda/Ka | Keterbatasan jumlak SDM Produk hukum yang diupload
data ke website JDIH 5 bag Bagian Hukum serta kurangnya |ke website JDIH membutuhkan
Umnm/Ka|sarana dan prasarana penunjang|waktu yang lama
bag untuk mengupload produk
Perkeu hukum ke website JDIH
12|Banyaknya BMD tidak R00.23.33.02.2 6 Sekda/Ka |Konirol atas BMD terbatas Meningkatnya =aldo Aset
ditemukan 9 bag Lainnya
Umum/Ka
bag
Perken
13|Terlambatnya R0O0Q.23.33.02.3 9 Sekda/Ka |Kapasitas SDM kurang memadai Terlambatnya penyusunan
penyampaian laporan BMD j2 bag di laporan keuangan OPD
Lamanya dokumen perngadaan
diterima oleh pengurus barang
Terlambatnya proses rekonsiliasi
BMD
14|Belum tersusunnya RQO0.23.33.02.3 & Sekda/Ka |Masih banyaknya jenis Pelayanan yang diberikan tidak
standar pelayanan 5 bag Orgs |pelayanan yang terindentifikasi |sestai standar
15/Belum lengkapnya SOP R00.23.33.02.3 ] Sekda/Ka |Kompetensi ASN penyusun SOP Pelayanan yang diterita
pelayanan 6 bag Orgs {belum memadai masyarakat tidak memuaskan
16)Data kegiatan /acara R0OC.23.33.02.3 6 Sekda/Ka |Acara/kegiatan bersifat Kurang optimalnya pelaksanaan
KDH/WKDH yang belum {7 bag situasional/terjadi perubahan  |protokol acarafkegiatan
bisa dijadwalkan Protokol  |jadwal acara yang telah disuson
Keterangan

Kolom & diisi dengan nomer urat
Kolom b disi dengan risiko pricritas
Kolom ¢ diisi dengan kode riaiko

Kolom d diisi dengan skala risiko [sesuai lampitan 7

Holom ¢ diisi dengan pemilik risiko seaual Lampiran 6a dan 6b
Kolom [ diisi dengan penyebab seauai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampirmn 6a dan 6b

Selera resiko = 6
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